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IKRAR NETRALITAS PEGAWAS
’ﬁ\ KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA JAWA TENGAH
S PADA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pamilu dan Pemiilhan Tahun 2024 kami berikrar:

1. Menjaga dan menegakkan prinslp netralitas pegawal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah ~-lam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik
sebelum, selama. maupun sesudah peiaksal mmmmnmm

2. Menghindari konfiik kepentingan tidak mel='. mrﬁnldnldmmm
mlmm-mm 'n'

3. Menggunakan media soslal mbﬁ.
tartentu, tidak manyabarkan ujaran kebanc

4. Menolak politik uang dan segala jenis pan
Demikian [krar inl kami buat dan dilaksar

jawab dalam rangka mewijudkan netralitas p
terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRL

Dok. Humas Kanwil

PURWOKERTO - Jajaran Kanwil Kemenkumham Jateng memastikan
netralitasnya menghadapi Pemilu 2024.

Sebagai aksi nyata atas komitmen tersebut, Kanwil Kemenkumham Jateng
mengucapkan ikrar sekaligus menandatangani Pakta Integritas tentang Netralitas
Pegawai Negeri Sipil pada Pemilu 2024.

Kegiatan berlangsung di Ballroom Java Heritage Hotel Purwokerto, Kamis
(22/12).



Pengikraran dipimpin Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Dr A Yuspahruddin.
Diikuti Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi Kantor Wilayah serta
para Kepala UPT se Jawa Tengah.

Sementara, penandatanganan Pakta Integritas dilakukan secara simbolis oleh
Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan
Supriyanto, Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu Daru Fajar, Kepala Lapas Kelas |
Semarang Tri Saptono, Kepala Kanim Kelas | TPI Semarang, Guntur SAHAT
Hamonangan dan Kepala Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah Kaswo.

Ada empat poin yang tertuang dalam ikrar dan Pakta Integritas tersebut.
Pertama, menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai dalam
melaksanakan pelayanan publik baik sebelum selama maupun sesudah
pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024.



